PRESIDEN
REFPUBLIK INDONES!A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN
NOMOFR 74 TAHUN 2008
TENTANG
‘ - GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, |

Menimbang : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2),
: Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2),
Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4}, Pasal 19 ayat (3),

Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2),

= Pasal 26 ayat (2}, Pasal 28 ayat {5), Pasal 29 ayat (5),
Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5}, dan Pasal 40 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

. Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Gury;

Mengingat‘ : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

~Republik  Indonesia Tahun 1945;

2. Un¢lang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 4586); ‘

MEMUTUSKAN:
Menetaplcé.ll . PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1." Guru acalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan n?cngg\{a{uasi
peserta didik pada pendidikan analk usia dini jalur
pendidikan  formal, pendidikan  dasar, dan

pendidikan menengah.

2. Kualifikasi . ..
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Kuali{f&ee % dalah ijazah jenjang pendidikan
alcad SR el imiliki oleh Guru sesuai dengan
jenis Renydr gatuan pendidikan formal di tempat
penugasan. '

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik
untuk Guru, ,

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga
profesional. ' ' :
Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas
pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan dalam bentuk: finansial secara
berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang
berbadan hulkum yang didirikan dan diurus oleh Guru
untuk mengembangkan profesionalitas Guru.

Perjanjian Kerja atau. Kesepakatan Kerja Bersama
adalah  verjanjian tertulis antara Guru dan
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
memuat syarat-syarat lcerja serta hak dan kewajiban
para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan
berdasarkan peraturan perundang-undangarn.

Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh
Pemerintaly, Pemerintah  Daerah, penyelenggara
pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka
waktu paling singkat 2 (dua) tahun 'secara terus-
menerus, dan ,tercatat pada satuan administrasi
pangkal di satuen pendidikan yang memiliki izin
pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah - Dacrah

" serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.

GGura Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil
dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah
mengajar pada satuan pendidikan, baik yang
diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah  Daerah,
maupun penyelenggara pendidikan yang suda.h
mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama. ' _ '
Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja
adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan
Kerje Bersama Guru karena suatu _'hal yang
mengakibathan berakhimya hak dan kewajiban antara
Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan
pendidikan . sesuai dengan ‘peraturan perundang-

undangan.

11. Taman C
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Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah satu bentul satuan Pendidikan Anak Usia
Dini pada  jalur pendidikan formal.  yang
menyelenggarakan = program  pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan
Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah
salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun. ’

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidilcan
menengah  yang . diselenggarakan pada  satuan
pendidikan yang - berbentulk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lainh yang sederajat
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendicikan yang berbentulk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat. _

Seléolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
Pendidikan Dasar. ‘

Madrasah 'btidaiyah yang selanjutnya disingkat MI
adalah saleh satu ‘bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kelkhasan agama lslam pada
jenjang Pendidikan Dasar.

Qeleolah Menengah Pertama yang sclanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidilkan

formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada

jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yeng diakui sama atau setara SD atau ML

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari 8D, MI,
atau bentuk lain yang sederajat atau Janjutan dari hasil
belajar yatig diakui sama atau setara 8D atau MI.

’ 18 Pcndidilcan. .
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Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan
Pendidilkan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,
Madrasah Aliyah; Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang
secerajat.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat
SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang Pendidikan Menengah sebagai’ lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
laniutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setdra
SMP atau MTs. '

Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah
salah satu bentuk satuan pendidiken formal dalam
binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama [slam pada
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendldikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan
pada jenjang Pendidikan Menengah sebagail lanjutan
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sedergjat atau
janjuten dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.

Madrasazh Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut
MAK ddalah salah satu bentuk sathan pendidikan
formal dalam binaan  Menteri Agama  yang
menyelenggarakan  pendidikan kejuruan  dengan
kekhasan agama Islam vpada ' jenjang Pendidikan
Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk

lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang

dialcul sama atau setara SMP atau MTs.

. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV

_ Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintahh Daerah adalah pemerintah prov'msi,
pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

37. Masyarakat . . .
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27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia

non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang pendidikan.

28. Daeralh Khusus adalah daerah yang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat
yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain,
daerah yang mengalami bencana alam, bencana sasial,
atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

29. Departemen adalah departemen yang menangani
urusan  pemerintahan  dalam  bidang pendidikan
nasional,

30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 2

Guru wajib memiliki Kualifikesi Akademil,, Lkompetensi,
Sertifikat Pendidik, sehat jastnani dan rohani, serta memilili
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.

Bagian Kesatu
Kompetensi

Pasal 3

(1) Kompetens. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai,"
dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan. -

(2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada eyat (1)
meliputi kompetensi pedagogik, kompetenS{ .
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
‘profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(3} Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Lersifat hoiistil,

(4) Kompctcnsi.. .
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Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada

ayat

(2) merupakan kemampuan Guru dalam

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-
kurengnya meliputi:

a.

b.

c.
d.

(9]

m

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
pemahaman terhadap peserta didik;

pengembangan kurikulum atau silabus;
perancangan perﬁbelajaram;

pelalzsanaan pembelajaran yang mendidik dan
dialogis; '

pemanfaatan teknologi pembelajaran;
evaluasi hasil belajar; dan

pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan  berbagai potensi  yang
dimilikinya.

Ko-mp.ete.z:si kepribadian sebagaimana dimalsud pada
ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian

yang:

o B

L
-

T m oMo a0

beriman dan bertakwa;

berakhlak mulia;

arif dan bijaksana,

demokratis;

mantap;

berwvibawa;

stabil;

dew,asai '

jujur;

sportif;

menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat,;
secara obyéktif mcngevaluas‘i kinerja sendiri; dan
mengembangkan  diri  secara mandiri . dan
berkelanjutan.

(6) Kompetensi . .
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Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari

Masyarakat — yang  sekurang-kurangnya  meliputi
kompetens: untuk: :

a.  berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara
santun;

b.  mengganakan teknologi komunikasi dan informasi
secara fungsional; -

c.  bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan
pendidilcan, orang tua atau wali peserta didik;

d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
dengen mengindahkan norma serta sistem nilai
yang berlaku; dan '

e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan
semangat kebersamaan, ‘

Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada

“ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam

menguasad pengetahuan bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni- dan budaya yang diampunya
yang selkurang-kurangnya meliputi penguasaan:

a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
dengan standar isi program satuan pendidikan,
mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran
yang alan diampu; dan '

h. konseo dan metode disiplin keilmuan, teknologi,
atau seni yang relevan, yang secara konseptual
menaungi atau koheren dengan program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok
mata. pelajaran yang akan diampu.

Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:

a. standar Lkompetensi Guru pada  satuan
penc{idikan di TK atau RA, dan pendidikan formal
bentuk lain yang.sedgrajat;

b. stanc—lar kompetensi Guru kelas pada 8D atau MI,
dan pendidikan formal bentuk lain yang
sederajat;

c. standar. ..
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c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau
rumpun mata pelajaran pada SMP atay MTs, SMA
atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal
bentuk lain yang sederajat; dan :

d. standar  kompetensi Guru pada  satuan
pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB .dan
pendidikan formal bentul lain yang sederajat.

Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Fendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,

Bagian Kedua
Sertifikkasi

Pasal 4

Sertifikkat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program -
pendidikan  profesi yang diselénggarakan oleh -
perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan  yang terakreditasi, bail yang
diselenggarakan oleh Pemerintah imaupun Masyarakat,
dan ditetaplkan cleh Pemerintah.

Program pendidikan profesi sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) hanya diilcuti oleh peserta didik yang
telah memiliki Kualifikasi Akademile S-1 atau D-IV
sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 5.

Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang
merefleiksikan kemampuen yang dipersyaratkan bagi
Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada
jenjang, jenis, dan satuan pendidikan "atau - mata
pelajaran  yang diampunya sesuai dengan standar
nasional pendidikan.

Kualifikasi Alkademik Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh melalui  pendidikan tingg'i
program S-1 atau program D-1V pada perguruan tinggi
yang menyelenggarakan program pendidikan ftez"xaga
«xepencidikan dan/atau program pendidilkan
nonkependidikan,

(3) Kualifikasi . . .
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Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang
bersangkutan diangkat menjadi Guru,

Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dirmaksud

pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum

memenuhinya, dapat'dipcnuhi melalui:

&. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau _ - ' ‘

b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melaluj
uii icesetaraan yang dilaksanakan melaluj yjian

komprehensif - oleh perguruan  tinggi  yang
teralkreditasi. '

Pendidiican sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a memperhatikan: ~

a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan
ekuivalensi satuan kredit semesternya;

b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan
ekuivalensi'satuan kredit semesternya; dan/atau

. pengalaman mengajar dengan masa ‘bakti dan
prestasi tertentu,

Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidilkan dan
uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
batk yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah,
maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap
melaksanakan tugasnya sebagai Guru, -

Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru
Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar
pertimbangan:

a. londisi Daerah Khusus; dan/atau

b. ketidakseimbangan yang mencolok antara
kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang
tugas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik,
pendidiican, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan
Peraturan-Menteri.

Pasal 6. ..
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Pasal 6

Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 memililki beban belajar yang diatur
berdasarlcan  persyaratan  latar belakang  bidang
keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.

Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang:
berlatar belakang S-1 atay DIV kependidilkan untuk TK
atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat
adalahh 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua
puluh) satuan kredit semester, '

Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau

atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat
adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua.
puluh) satuan kredit semester.

Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atawt TKLB atau bentuk lajn yang sederajat yang
berlater belakang S-1 atau D-IV kependidikan selajn
untuk TK atau RA atau TKLB atau bentule lain yang
sederajat adalah 36-{tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester. -

‘Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk menjadi Guru pada satuan rendidikan SD atau
MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain
untuk SD atau Ml atau SDLB atau bentuk lain yang
sederajet adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester.,

Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada
satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk
lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana
psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester.

(7) Beban . . .
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Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau
MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan
satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALRB atau
SMX atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik
yeng berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-1V
kependidikan maupun S-1 atau D-IV.nonkependidikan
adalah 36 {tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat
puluh) satuan kredit semester.

Ketentuan- lebih lanjut . mengenai beban belajar
secbagaimana dimaksud pada ayat (1} sampai dengan
ayat (7) diatur dalam keranglka dasar dan strultur
kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara
pendidilkan profesi yang mengacu pada standar nasional
pendidikan.

Pasal 7

Muatan belajar pendidikan profesi ‘meliputi kompetensi

pedagogil,, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional.

Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) discsuaikan dengan latar belakang pendidikan

sebagai berikut: T

a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidilcan
dititikberatkan "pada  penguatan lkompetensi
profcsional; dan

b. untuk -lulusan  program  8-1 atau DIV
nonkependidilkan dititikberatkan pada
pengembangan kompetensi pedagogik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang
mengacu pada standar nasional pendidikan.

PasaIl 8.

Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara

objektif, transparan, dan akuntabel,

Pasal 9

(1) Jumlah peserta didik program pendidilcan profesi setiap

tahun ditetapkan oleh Menteri.

(2) Program . . .
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Program pendidikan profesi dialkhiri dengan wji
kompetensi pendidik. -

Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melalui ujian tertulis dan Ujian kinerja sesuai
dengan standar kompetensi.

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup
penguasaan:

a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman
terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum
atau  silabus, perancangan pembelajaran, dan
evaluasi hasil belajar; -

b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata
pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan

c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau

 seni yang secara konseptual menaungi materi
pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau
program yang diampunya.

Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian
praktilc pembelajaran yang mencerminkan penguasaan
kompetznsi pedagogik, - kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada
satuan pendidikan yang relevan. :

Pasal 10

Sertifikat Pendidik bagi calon ‘Guru dipenuhi sebelum
yang bersanglkutan diangkat menjadi Guru! .

Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi’ memiliki
keahlian khusus yang diakui dan’ diperlukan dapat
diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan
oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat
diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

(4) Sertifikat . ...
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(4) Sertifikat Pendidik sah berlalku untuk melaksanakan
tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi
Guru dari Departemen,

(5) Calon Guru.dapat-memperoleh lebih dari satu Sertifikat
Pendidil, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi
Guru dari Departemen,

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji
kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri; :

Pasal 11

Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
yang -diperoleh Guru berlalou selama yang bersanglcutan

melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasai 12

(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi
Altademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengilcuti uji
kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

(2) Jumlah peserta wji kompetensi pendidik setiap tahun
- ditetapkan oleh Menteri.

(3} Ui kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1! dilakukan -dalam bentuk penilaian portofolio.

(4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional
Guru dalam bentuk penilaian terhadap' kumpulan

dokumen yang mendeskripsikan:
Kualifikasi Akademik;

pendidiken dan pelatihan;

pengalaman mengajar;

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
penilaian dari atasan dan pengawas;

prestasi akademik;

karya pengembangan profesi;

keikufsertaan dalam forum ilmiah:

rengalaman organisasi di bidang kependidikan dan
sosial; dan

THm e A0 o

j. penghargaan . . .
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J- penghargaan yang relevan  dengan bidang
kependidikan,

Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)," Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai
persyaratan  uji  kompetensi  untuk memperoleh
Sertifikat Pendidik diber kesempatan untuk

a. melengkapi persyaratan portofolio; atau

b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan
tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga
kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan
clelr Pemerintah. , _

Ketentuan lebih. lanjut mengenai Uji lompetensi dan

penilaian portofolio sebagaimana dimalksud pada ayat

(3), ayat (4), dan ayat (35} diatur dengan Peraturan

Menter;, :

Pasal 13

Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi’
ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:

a. memililki  program  studi yang relevan  dan
terakreditasi;

b.  memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang

sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
¢.  memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang
memadai  sesuai dengan  standar nasional
pendidikan.
Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang
diperluikan  untuk pPenetapan  perguruan tinggi
penyelenggara  pendidikan  profesi  dtas dasar
pertimbangan: 4 :
a. tercépainya pemerataan  cakupan pelayanan
penyelenggaraan pendidikan profesi;
b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
c.  kondisi sosial-ekonomi. |
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri. ' :

‘Bagian Ketiga . ...
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Bagian Ketiga

Anggaran Peningkatan Kualifikasi Alcadcmil,c

dan Sertifikasi Pendidil bagi Gury Dalam J abatan

(1)

14)

(5)

Pusal 14

Pemerintah menyediakan anggaran untuls
peningkatan  Kualifikasi Akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Gury Dalam
Jabatan yang dianglat pada satuan pendidilkan yang

diseélenggarakan oleh Pemerintah, _ ‘
Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untule
peningkatan  Kualifikasi  Akademil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Gury Dalam
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
diselenggaraltan oleh pemerintah provinsi.

Pemerintah  kabupaten atau  pemerintah  kota
menyediakan anggaran untulk peningkatan Kyalifilkasi
Akademik sebagaimana dimalsud dalam Pasal § ayat
(2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada
satuan  pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten atay pemerintah kota,
Pemerintah, pemerintah provinsi; dan pemerintah
kabupaten atau pemerintah = kota menyediakan
anggaran  peningkatan  Kualifilasi Akademilk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi
Guru Dalam Jabatan pade satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Masyarakat.

Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan
peninglkatan  Kualifikasi Akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, ayat (3}, dan ayat (4)
tetap memperoleh tunjangan. fungsional atau subsidi

- tunjangan fungsional. -

Besarnya anggaran dan beban ' yang ditaﬁg"gungb
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diatur sesuai dengan ketentuan peratutan rerundang- -
undangan. : : ‘

Pemerintah menyediakan anggaran uji k.o;np_etenm
untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana
dimaksud dalam’ Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
diseleniggarakan oleh Pemerintah. o - -

(8) Pemerintah . . ,



(8

- —
O
" ——

(1)

FRESIDEN
REPUBLIK INDONES|IA

- 16 -

) Pemerintah Daerah, sesuaj dengan kewenangan
masing-masing, :menyediakan anggaran uji
- kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi
Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daeranh. _ s » .
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai .dengan
lcewenangan masing-masing, menyedialcan anggaran
uji kompetensi untuk memperoleh Sertifilat Pendidilk
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ‘ayat (1) bagi
Guru Dalam Jabatari yang diangkat pada satuan
pendidilkan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
' 2
BAB I *
HAK'
Bagian Kesatu
‘Tunjangan Profesi

Pasal 15

Tunjangan profesi’ diberikan kepada Guru yang
memenuhi persyaratan sebagai berilcut:

a. mermiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang
telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh
Departemen; .

b. memenuhi beban kerja sebagai Guruy;

C. mengajar sebagai Guru mata Pelajaran dan/atau
Guru. kelas pada satuan pendidikan yang sesuai
dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang
dimilil{cinya; _

d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan

[ tidak terikat sebagai tenaga tetap  pada instansi

selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Seorang Guru hanya berhalk mendapat saty tunjangan
profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Per'nc!idik
yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan
atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru, ,

(3) Guru. ..
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Guru pemegang sertifikat pendiuia .

kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kecuali huruf ¢ berhak memperoleh tunjangan profesi
Jika mendapat tugas tambahan sebagai:

kepala satuan pendidikan ' dengan beban kerja
sésuai cderigan beban kerja kepala satuan
pendidikan;

wakil kepala satuan pendidikan’ dengan beban
kerja sesuai dengan beban - kerja wakil kepala
satuan pendidikan;

ketua. program Ikeahlian satuan pendidikan
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
ketua program keahlian satuan pendidikan;
kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan
beban kerja ‘sesuai dengan beban kerja kepala
perpustakaan satuan pendidikan;. :

xepala laboratorium, benglel, atau unit produksi
satuan ‘pendidikan dengan beban kerja sesuai
dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel,
atau unit produksi satuan produksi;

guru ‘bimbingan dan konseling atau konselor
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
guru bimbingan dan konseling atau konselor;
atau '.

pembimbing khusus pada satuan pendidikan
yang menyelenggarekan pendidikan inklusi atay
pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai
dengan beban kerja pembimbing khusus pada
satuan pendidikan, '

Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru
apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas
sebagai pendidik yang:

a.

berpengalaman sebagali Guru sekurang-
kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala seckolah
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;

memenuhi persyaratan akademil scbagai Guru
sesual dengan peraturan perundang-undangan;
memiliki Sertifikat Pendidik; dan

melalkukan tugas pembimbingan dan pelatihan
profesional Guru dan tugas pengawasan.

(5) Tunjangan. ..



(5)

(6)

Menteri  dapat menetapkan
tunjangan  profesi yang  berbeda
sebagaimana dimal:sud dalam Pasal 15 ayat (1)

dan

bertugas:

- mendapatkan nomor registrasi Gu
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Tunjangan profes; diberikan terhj

tung  mulai awa]
tahun anggaran berikut setelah

yang bersangkutan

ru dari Departemen,
Nomor registrasi Guru sebagaimang dimaksud pada

ayat (5) bersifat unii dan diperoleh setelah Guru yang
bcrsangkutan memenuhi Kualifikasi Alkademilk dan
memperoleh  Sertifileat Pendidilk .sesuaj dengan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 16

Persyaratan pemberian
dari  ketentyan

» ayat (3),
ayar (4), untuk bemegang Sertifikat Pendidik yang

a. pada satuar pendidikan khusus;
b. pada sstuan pendidikan layanan khusus; atay
C. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 17

(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidil " berhak

mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar dj

satuen pendidikan yang rasio minimal jumlah

peserta

didik terhadap Gurunya sebagai berikut:

a.-untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atay yang sederajat 20:1;
unitulk MI atau yang sederajat 15:1;

. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
untult MTs atau yang sederajat 15:1;
untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
untuk MA atau yang sederajat 15:1; .

h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
1. untuk MAK atau yang sederajat 12:1,

® ™o a0

(2) ﬂMenteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapican

ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat
secara Jchusus untuk pendidik yang bertugas pada:

(1)

a. satuan . . .
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a. satuan pendidikan khusus;

b. satuan pendidikan layanan khusus;

. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru
berkeahlian khusus; atau '

d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan

huriaf ¢ atas dasar pertimbangan kepentingan
nasional.

Pasal 18

Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara
pendidikan  atau  satuan pendidikan vang didirikan
Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau
bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

'Bagie‘m Kedua
Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional

Pasal 19

Tunj‘angara fungsional dan subsidi tunjangan fungsional
diberikan kepada - Guru yang memenuhi persyaratan
sebagali berikut: o

5. memililzi satu atau lebih Sertifikkat Pendidilk yang telah
diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;

b. memenuhi beban kerja sebagai Guru; o

¢. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/dtau Guru

keias pada satuan pendidilcan yang sesuai dengan

peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;

terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan

tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain
satuan pendidikan tempat bertugas.

m S A

Pasal 20

 Menteri dapat menectapkan persyaratan pemberian
tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional
yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang
bertugas: »

a. pada. ..
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2. pada satuan pendidikan khusys;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atay
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus,

Pasal 21

(1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan
sebagai belanja pegawai atau. bantuan sosial sesuaj
dengan ketentuan peratyran peruhdang-undangan.-

(2)  Subsidi tunjangan fungsional Gury yang ' diangkat
oleh  penyelenggara pendidikan  atay satuan.
pendidikan yang didirikan Masyarakat - dianggarkan
sebagai belanja pegawaj. atay bantuan sosial sesuaj .
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Khusus

Pasal 22

- Tunjangan khusus bagi Gury yang ditugaslkan oleh
Pemerintali dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai
belanja pegawai atau bantuan sosial  sesuai- dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kesetaraan Tunjangan

Pasal 23

(1)  Tunjangan profési, subsidi tunjangan fungsionel, dan
tunjangan khusus bagi Gury Tetap yang bulkan
pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan
‘kesetaradn tingkat, masa kerja, dan kualifilkasi yang
berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil,

(2) Ketentuan lebih lanjut  mengenaj kesetaraan -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
- Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteti
yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

Bagiah Kelima . ..
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Bagian Kelima
Maslahat Tambahan

Pasal 24

(1) Pemnerintah atay Pemerintah Daerah Sesuai dengan

(4)

kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya
maslahat tambahan kepada Gury yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau benyelenggara

(1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar

prestasi Gury,

Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa: '

& menghasilkan pesertu djdjx berprestasi akademik
atau non-akademik;

b. menjadi pPengarang atay Penyusun buku teks atay

buku ajar yang dinyatalkan layak ajar oleh Menteri;
¢. menghasilkan invensi dap inovasi pembelajaran
yang diakuj oleh Pemerintah;

d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;

€. memperoleh penghargaan  dj bidang  ilmu

~ pengetahuan, teknolog;i, seni, budaya dan/atay
olah raga; ,

{. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan dj jurnal
ilmiah  yang terakreditasi dan diakui oleh
Pemerintah:; dan/atay

g mcenjalankan tugas dan kkewajiban sebagai Guru
dengan dedikasi yang baik, -

Maslahat  tainbahan diberikan kepada Gury

berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat

pPenugasannya sebagai Guru Tetap, .

diprioritaslcan kepada Guru yang belum memperoleh
masjahat tambahan.

Maslahat tambahan sebagaimanag dimaksud'pada ayat
(1) dan "ayat (2) dapat diberikan kepada Gury yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki . , .
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lebih Sertifikat Pendidik yang
nomor registrasi Guru oleh

b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
¢ mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta
satuan pendidikan yang sesuai dengan. bidang yang

diampunya;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan

f. tidalk terikat sebagai tenaga tetap pada instansi
selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf ¢ atau ayat (6]
kecuali huruf ¢ dapat diberi maslahat tambahan
apabila:

a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan
pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja kepala satuan pendidilan;

b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala
satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai

dengan  beban . kerja wakil kepala satuan
pendidikan;

c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program
keahlian satuan pendidikan dengan-beban kerja
scsuai dengan’ beban kerja ketua program
keahlian satuan pendidikan;

d.  bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan

derngan beban kerja sesuai dengan beban kerja
pengawas satuan pendidikan;

e. diberi  tugas tambahan  sebagai kepala
perpustakaan satuan pendidikan dengan beban
lcerja  sesuai dengan beban kerja kepala
perpustakaan satuan pendidikan;

f. diberi  tugas tambahan  sebagai kéepala
laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan
pendidikan 'dengan beban Kkerja sesuai'dengan
beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau
unit produlksi satuan pendidikan;

g. bertugas . . .
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8- bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling
atau kcnselor dengan beban kerja sesuaj dengan

veban kerja Gury bimbingan dan konseling atau
konselor; atay ‘

h.  bertugas menjadi pembimbing khusus pada
satuan  pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan inklusi - atay pendidikan terpadu
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
pembimbing khusus pada satuan pendidilkan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh Pemerintah diafur
dengan Peraturan Menter, _

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh ' pemerintah .
provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

(19} Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah -

kabupaten atau pemerintah. kota dijatur dengan
Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Pasal 25

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
rnaslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan
-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat
(7) untuk Guru yang bertugas: '

8. pada satuan pendidikan khusus;

b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau

c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 26

Maslahat tatnbahan diperoleh dalam bentulk:

a tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa,
atau penghargaan bagi Guru; dan

b. kemudahan memperdleh pendidikan bagi putra dan/

atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentulc
kesejahteraan lain. '

.Pasal 27 ...
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Pasal 27

(1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya
pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau
analk angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan
akademilk, masih menjadi tanggungannya, dan belwum
menikah. '

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
kemudahan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1)
diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Gury,
baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang didirikan. Masyarakat
dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
uridangan,

(2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat
tambahan bagi Guru, balk yang diangkat oleh.
Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 29
Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  dapat
memberikan  maslahat tambahan dalam  bentuk

ikesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri
atau peraturan kepala daerah.

Bagian' Keenam
Penghargaan

Pasal 30

(1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan
sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa,
dan/atau bertugas di Daerah Khusus.

(2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa: '

a. menghasilkan . . .-



(1)

(2)

(3)
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&  menghasilkan peserta didik yang memenangkan
Kejuaraan tirigkat daerah, nasional, dan/atau
internasional; '

b.  menghasilkan invensi dan inovasi 'pcmbelajaran
yang diakui pada tingkat daerah, nasional,
dan/atau internasional; dan/atau

¢.  menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru
dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui
target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.

Dediltasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan
komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran
yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam penugasan, ' :

Pasal 31
Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam

bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja
Iar biasa baiknya, kenailan jabatan, uang atau

barang, piagam, dan /atau bentuk penghargaan lain.

Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan
pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan,
kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau
internasional. S

Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam
rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun
kabupaten atau kotg, ulang tahuh satuan pendidikan,
hari pendidikan nasional, hari Guru nasional,
dan/atau hari besar lain.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada- ayat (1)
dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala
desa, camat, bupati atau walilcota, gubernur, Menteri,
Presiden, dan/atau lembaga internasional.

‘Penghergaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan oleh Masyarakat seésuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan .,
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(8) Ketentuan = mengenaj bentuk  dan pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuaj dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. '

Pasal 32

Ketiailcan panglkat prestasi kerja luar biasa baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat
diberiken kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar
biasa baiknya dan dedikas; luar biasa, :

Pasail 33

Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan
tambahan angka kredit setara untule kenaikan :pangkat-
setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masd kariernya
sebagai Guru, S

Pasal 34

(1) Guru yang gugur. dalam melaksanakan tugas
pendidikan  memiliki hak untuk  mendapatkan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

\2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh
Pemercintah, Pemerintah Daerah, Masyaralkat,
Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan,

(3) Pemerintah kabupaten atay pemerintah kota wajib
menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya
perjalanan untuk pemalkaman Guru yang gugur di
Daerah Khusus,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur
sebagaimana dimalsud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat {3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35

Sebagal  penghargaan  kepada Guru, Pemerintah
menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru
Nasional.

Bagian Ketujuh . . .
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Bagian Ketujuh
Promosi
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru
berhak mendapatkan premosi sesuai dengan tugas
dan prestasi kerja. | -

Promosi sebagaimana dimalksud pada ayat (1) meliputi

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan
fungsional. " -

Bagian Kedelapan
Penilaian, Penghargaan, dan Sanlcsi -
oleh Guru kepada Peserta Didik

Pasal 37

Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil
belajar kepada peserta didiknya.

Penilaian sebagaimana dimaksud: pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian

pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan. '

Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari
satuan  pendidikan. sesuai dengan - ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Guru memiliki kebebasan memberikan pengbargaan
kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi
akademik dan/atau prestasi non-akademilk.

Prestasi akademik sebagaimana dimalksud pada ayat
(1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam
penguasaan satu atau lebih mata pelajeran atau

~Ikelompclk mata pelajaran, termasuk pembiasaan

perilaku terpuji dan patut diteladani untulk kelompok
mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta
kelompok mata pelajaranv kewarganegaraan dan

kepribadian.

Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik
dalam kegiatan ekstra kurilkuler.

Pasal 39 . ‘o
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Pasal 39

(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada
peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis
maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guruy,
peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan
perundang-undangan dalam proses pembelajaran
yang berada di bawah kewenangannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan
maupun tulisan, serta hukuman yang .. -bersifat
mendidik sesuai dengan kaedah pendidilkan, kode atik
Guru, dan peraturan perundang-undanga'n.

(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan .
yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian
sanksinya berada di luar kewenangan: Guru,
dilaporkan  Guru: kepada pemimpin - satuan
pendidikan, '

(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru
kepada  pemimpin  satuan pendidikan = untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan dalam Melaksanakan tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektua] .

Pasal 40

(1) Guru berhak mendapat  perlindungen  dalam
melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan
jaminan Kkeselamatan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Gury,
dan/atau Masyarakat sesuai- dengan kewenangan
masing-masing.

(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

a. hulrum;
b. profesi; dan
c.. keselamatan dan kesehatan kerja,

(3) Masyarakat . . .
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(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atay
Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam

memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1).

Pasal 41

(1) Guru berhak mendapatlcan perlindungan hukum dari
tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,
intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak
peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat,
birckrasi, ataii pihak lain,

(2) Quru berhak mendapatkan perlindungan. profesi
terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,
pembatasan  dalam menyampaikan  pandangan,
pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau
pelarangan lain yang dapat menghambat Gury dalam
melaltsanakan tugas. :

(3] Curu berhak mendapatkan perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan
penyelenggars satuan pendidikan terhadap resiko
gangguan  keamanan lkerja, kecelakaan kerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,
kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksdnakan halk
atas kekayaan intelektual sesuaij dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Bagian Kesepuluh

Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 43

(1) Guru berhak memperoleh akses meman.faat}can sarana
dan prasarana pembelajaran yang dlscdlakap loleh
satuan  pendidikan, penyelenggara pendidikan, |
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

(2) Dalam . .,
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(2) Dalem  memanfaatkan sarana dan  prasarana
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Guru wajib mentaati peraturan yang ditetaplkan oleh

satuan  pendidikan, penyelenggara  pendidikan,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

(3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses
mermanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran,

Bagian Kesebelas
Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru

Pasal 44

(1) Guru memiliki kebebasan untul berserikat dalam
Organisasi Profesi Guru,

(2) Kebebasan' untuk berserikat dalam Organisasi Profesi .
Gurua  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan tetap mengutamakan
pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi

tanggung jawabnya,

Bagian Keduabelas

Kesenmipatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan
Pendidikan

Pasal 45
(1) Guru memiliki lcesempataﬁ untuk berperan dalam
penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
a. satuan pendidikan;
b. kabupaten atau kota;
. prQ;insi; dan
d. nasional.

(2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan
dan silabusnya; ' :

b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan
pendidikan;

C. penyusunan . .
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C. peényusunan rencana strategis;

d. penyampaian pendapat menerima atay menolak
leporan pertanggungjawaban arniggaran  dan
pendapatan belanja sekolah:

€. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidilkan;
f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;

g prrumusan kriteria kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan sesuaj dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h. penentuan buku teks pelajaran sesuaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesempatan untuk berperan  dalam penentuan
kebijakan pendidikan dj tingkat kabupaten atau kots
sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf b meliputi
sarani  atau pertimbangan tertulis ataupun lisan
dalam:

a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan;

b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan

¢. kebijakan operasional pendidikan daerah
kabupaten atau kota,

Kesempatan untuk berperan  dalam penentuan
kebijakan pendidikan dj tingkat propinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi saran atau
pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:

a. penyusunan- peraturan perundang-undangan dj
bidang pendidilan;

- b. peuyusunan rencana ‘strategis bidang pendidikan;

dan |
¢. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.

Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana
dimaksud- pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau
pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:

a. penyusuinan peraturan pemndang-undangan di
bidang pendidikan,;

b. penyusunan . . .
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D. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan . )

c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.

(6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan
sebagaimana dimalksud pada ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5} disampaikan baik secara individual, kelompole,
atau melalui Organisasi Profesi ‘Guru, sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Bagian Ketigabelas .
Pengembkangan dan Peningleatan Kualifikasi Akeademilk,
Kompetensi, dan Keprofesian Guru

Pasal 46

Guru memiliki kesempatan untulk mengembangkan dan
meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya,
serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan
profesi dalam bidangnya.

Pasal 47

{1) Pengembangan dan peninglkatan Kualifikast
Akademik bagi Guru yang belum memenuhi
kwalifikasi §-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 5 ayat (2).

(2) Gur yang sudah memenuhi kualifikasj S-1 atau D-1v
dapat melakukan.  pengembangan dan peningkatan
Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi
Gura  yang belum memililki Sertifikat Pendidilk
dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4) Pengenfbangan dan peningkatan kompetensi l?agi
Gur: yang sudah memiliki Sertifikat Pcndzdxlf;
dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi
keprefesiannya 'tetap sesuai dengan' perkembangan
ilmu  pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
dan/atau olah raga. ’

(5) Pemcrintah dan/atau Pemerintah Daerah
menyediakan anggaran untuk pengembangan dax?
penihgkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4).

Pasal 48 . ..
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Pasal 48

(1} Pengembangan dan peninglkatan kompetensi Gury

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4)
dilakulkan melalui sistem pembinaan dan
pcngcmbang’an keprofesian ‘Guru berkelanjutan yang
dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan
fungsional.

Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan
fungsional . sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:

a. kegiatan  kolektif Guru yang meningkatkan
kompetensi dan/atau keprofesian Guru;

b. pendidikan dan pelatihan;

C. pemagangan;

d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan
incvatif:

e. karya inovatif;

. presentasi pada forum ilmiah;

8. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian
oleh Badan Standar Nasjonal Pendidikan;

h. publilasi buiu pengayaan;

i. publikasi buku pedoman Guru;

j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan
khusus dan/atau pendidikan layanan. khusus;
dan/atau ’

k. penphargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai
Gur: yang diberikan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah. ‘

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan

dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan

sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49

Pengcmbangan ~dan peningkatan -Kualiﬁkasi Akademik,
kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam

-Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47,

dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan
tugasnya. '

Bagian Keempatbelas . .
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Bagian Keempatbelas
Cuti

Pasal VSO

Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah
Daerah berhak memperoleh cyit Sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—'undangan.

Guru  yang diangkat satuan pendidikan Yang -
diselenggarakan oleh Masyaralat berhajc memperoleh
cuti sesuai dengan Petjanjian -Kerja atau Kesepakatan
Kerja Bersama., :

_ Pasal 51
Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,

Guru dapat memperoleh cuti ‘studi yang bertujuan
untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6
(énam} bulan dengan letap memperoleh hak gaji
penuh,

Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikun kepada Guru yang telah memenuhi
Kualifilkasi Akademik dan telah memiliki  Sertifikat

Pendidil.

Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat -
diberikan secara periodik kepada, Guru setiap 6

- (enam) tahun dihitung sejak yang. bersanglcutan

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2], |

Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan oleh Guru untulk: '

8. penelitian;

b. penulisan bulu;

c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang
relevan'dengan tugasnya, :

d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
pergabdian kepada masyarakat; dan/atau

f. magang pada satuan pendidikar lain atas inisiatif
sendiri, e

o

Ketentuan' lebih lanjut mengenal cuti studi untuk
pengembangan keprofesian sebagaimana d.imalcsud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri,

BABIV ..,
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BAB IV
BEBAN KERJA

Pasal 52

(1) Beban kerja Gury mencakup kegiatan pokok:
&. merencanakan pembelajaran;

.b. melaksanalcan pembelajaran;
¢. menilai hasil pembelajaran;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan

€. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada
pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban
kerja Guru. o

(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau
lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, _

(3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh
empal) jem tatap muka dan paling banyak 40 (empat
puluh) jem .tatap muka dalam 1 (satu) minggu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksansalan
dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan
tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Pasal 53'

Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk

memenuhi ketentuan beban kerja seb’agaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:

a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;

b. berkeaklian khusus; dan/atau

c. dibutubkan atas dasar pertimbangan kepentingan
nasional,

Pasal 54

(1} Beban kerja kepala satuan -pendidikan  yang
memperoleh  tunjangan  profesi  dan maslahat
tambahan- adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 . (satu) minggu atau membimbing 40
(empat puluh) peserta didik bagi kepa.}a satuan
pendidikan yang' berasal dari Guru bimbingan dan
konseling atau lzonselor. :

(2) Beban . ..
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Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang
memperoléeh  tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing
80 (delapan puluh) peserta didik bagi walkil kepala
satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan
dan konseling atau konselor.

‘Beban  kerja ketua program  keahlian satuan

pendidikkan yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua
belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan
yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit ‘12 (dua belas) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit
produksi satuan pendidikan yang mempetoleh
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah
paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1
(satu) minggu. |

Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau
kenselor yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan
konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh)
peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan
rendidikan. '

Beban - kerja pembimbing khusus pada satuan
pendidikkan  yang menyelenggarakan pendidikan
inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah
paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu.

Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas
mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata
pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan
pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang
ckuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat)
jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(9) Ketentuan . . .
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(9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban Kerja péhgawas

(1)

(5)

(4)

yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam

. 3

tatap .muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
ditetaplan oleh Menteri.

BAB Vv
WAJIB KERJA DAN POLA [IKATAN DINAS
Pasal S5
Dalam  keadaan  darurat, Pémerintah dapat

memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru
dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang
memenuhi  Kualifikasi Akademik dan kompetensi
untulk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah
Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik .
Indonesia. -

Warga negara: Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} merupakan warga negara selain Guiu yang:

a. memiliki Kualifikasi Akadem.ik 3-1 atau D-IV; dan

b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang
- diselenggarakan Pemerintah atay Pemerintah
Daerah.

Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan
jangka waktu paling lama 1 (satu)_ tahun,

Penugesan warga negara sebagai Guru dalam rangia
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetspkan oleh Menteri dengan -memperhatiksan
usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah,

Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani
wajily kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
. memperoleh tunjangan setara dengan tg;}ja.ngan
profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan  tunjangan  khusus selama
menjalarkan tugas sebagai Guru.

. Pasal 56

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru }.U:Iti.lk
memenuhi kepéntingan pembangunan pendidikan
nasional atau kepentingan pembangunan daersah.

(2] Pola [
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(2) Pola ikatan dinas bagi calon Gury sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas

Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah
Daerah,

(3) Pola ilkatan dinas Pemerintah bagi calon Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk;

a.- memenuhi  kebutuhan - Gury pada  satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah:;

b.  memenuhi kebutuhan nasional alkan Guru yang
mampu mengampu pembelajaran pada satuan
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau  berbasis ‘keunggulan

~lolzal; ‘

¢ memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang
pctensial untuk dikader menjadi kepala satuan
pendidikan dan/atau pengawas satuan
pendidilcan, pengawas mata. pelajaran, pengawas
kelompok mata pelajaran; atau

d. memenuhi proyeksi kelurangan Guru secara
nasional.

(4) - Fola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk:

a. memenuhi kebutuhan Guru pada  satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah;

b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang
mampu mengampu pembelajaran pada satuan
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal: . ‘

c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang
potensial untuk dikader menjadi kepala satunn
pendidikan dan/atau pengawas satuan
‘pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas
kelompok mata pelajaran; atau

d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah
yangz bersangkutan.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

{1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan

dinas harus menandatangani Pernyataan tertulis
bermaterai tentang kesediaannya untul diangkat

menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuaj
dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang
telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi
pegawai negeri sipil sesuaj dengan lketentuan
peraturan perundang-undangan, dan
menempatlkannya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimalksud pada ayat (1). . '

Masa tugas GQuru ikatan dinas menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pehempatan pada Satuan Pendidikan

(1)

(2)

Pasal 58 ‘

Penganigkatan dan penempatan Guru yang diangkat
oleh Pemsrintah dan/atau Pemerintah Daerah
dilakulkan sesuai dengan Iletentuan peraturan
perundang-undangan. '

Departemen melakukan koordinasi perencanaan
kebutuhan Guru secdra nasional dalam rangia
pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),

Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional
sebageimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daeral: dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau
antarkota; dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan
Guru di Daerah Khusus.

Pasal 59 ...
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Pasal 59

Guru yang diangkat oleh Pemerintah

Daerah wajib menandatangani pernyataan
kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus
paling singkat selama 2 (dua) tahun,

Guru yang dian

atau Pemerintaly

gkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia
Guru pengganti.

Dalam hal terjadi kelcosongan Gury, Pemerintah atay
Pemerintah  Daerah wajib  menyediakan Guru
pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses
pembelajaran  pada satuan
bersanglcutan.

Pasal 60

Guru yang diangkat oleh Pemerintah atay Pemerintah
Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas
rumah dinas yang memenuhj standar kelayakan hunj
sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan yang disediakan oleh ‘Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewehangannya.

Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas
di Daerah Khusus,

Pemeliharaan rumal dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah sesuaj dengan kewenangannya,

Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apab‘illa Guru
yang bersangkutan tidak melaksanakan kewsjibannya
sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen,

Bagian Kedua . . .

pendidikan  yang
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Bagian Kedua
Pengangkatsn dan Penempatan pada Jabatan Struktural

Pasal 61

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural
sesuai dengan ketentuan peraturan . perundanga

undangann,

(2} Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana
dimalcsud pada ayat (1} dapat dilalcukan setelah Guru
yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling

singkat selama 8 (delapan) tahun.

(3). Guru yang ditempatkan pada jaba{an strulctural
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) kehilangan
haknya untuk memperoleh  tunjahgan profesi,

tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan

maslahat tambahan.

(4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural
sebagaimana  dimaksud pada ayat (}) dapat
ditugaeskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan
hak-hak Quru sesuai ‘dengan ketentuan peraturan .

perundang-undangan.

(5} Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan
fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan
tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan
sebelam Guru yang bersanglkutan ditempatikan pada

jabatan struktural

(6) Ketsntuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru
' pada jalfatan struktural dan pengembaliannya pada
jabatan Guru sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan

Menteri,
¢

Bagian Ketiga . .
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(1) Pemindahan Guru yahg diangkat oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dapat dilakulkan antarprovinsi,
antarkabupaten atay antarkota, antarkecamatan,
Inaupun antarsatuan pendidikan  sesyaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pemindahan Guru yang diangkat olely Pemerintah atau
Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilalukan berdasarkan kebutuhag Guru dj tingkat
nasional maupun dj tingkat daerah sesuaj ‘dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Femindahan Gury yang diangkat oleh penyelcnggaré:
pendidikan atay satuan pendidikan yang didirikan

kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan
berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama, .

Pemindahan Gury yang diangi;at oleh Pemerintah atay

- Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah Guru  yang bersangkutan
bertugas pada satuan pendidikan paling singkat
sclama 4 (empat) tahun, kecuali Gury yang bertugas
di, Daerah Khusus,

BAB VII
SANKSI
Pasal 63

Guru yang tidak dapat memenuhi  Kualifikasi
Akademik, kompetensi, dan Sertifikat  Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 2, dalam jangka
waktu 10  (sepuluh)- tahun sebagaimana yang
ditentukan dalarm. Pasal 82 ayat (2] Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- setelah vang bersangkutan diberi kesempatan untuk

memenuhinya, kehilangan hak untuk met.adapat
tunjangan  fungsional atayu’ subsidi  tunjangan
fungsional. dan maslahat tambahan. a

(2) Guru . ..
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Guru  yang tidak dapat memenuhi kewajiban
melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat)
jam tatap mula dan tidak mendapat pengecualian
dari Menteri dihilangkan halknya untuk mendapat
tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guruy
yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang
menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana
digtur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah ' sesuai
dengan kewenangannya berupa:

a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama ‘
1 {satu) tahun bagi Gury;

0. pencabutan tunjangan fungsional atau subsijdi
tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi
Guru; atau :

¢. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4
(empat) tahun bagi warga negara Indonesia 'selain
Guru. ’

Guru  yang telah  melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi
mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berupa:

a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan
selama 4 (empat) tahun;

b.  penghentian pemberian tunjangan profesi selama
4 (empat) tahun;

c. penghentian pemberian tunjangan fungsional
atou  subsidi tunjangan -Iungsional selama 4
{empat) tahun; atau :

d. peaghentian pemberian maslahat tambahan
selama 4 (empat) tahun.

() Guru. ..
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(3) Guru yang terbulkti memperolelh Kualifikasi Akademilk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (1) sampaj
dengan ayat (7)  dan/atan Sertifikat  Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara
melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan
wajib  mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional  atay subsidi tunjangan
fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang
pernak diterima,

Pasal 64

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan: sebagaj
penyelenggara pendidikan profesi tetapj berdasarkan
evaluasi yang dilakulan oleh Departemen tidal memenuhi
lagi kriteria sebagaimana dimaksug dalam Pasal 13 dapat
dicabut kewenangannya . untuk menyelenggarakan
pendidikan profesi oleh Menteri,

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dalam jangks waktu 10 (sepuiuh) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gury dan
Dosen:

a. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifileat
Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsjdj
tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;

"~ b, Guru dalam jabatan diberj Sertifikat Pendidik secara
langsung apabila: ‘

1} sudah memiliki kualifikasi akademil magister (S-2)
atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi
dalam bidang kependidikan atay bidang studi yang
relevan dengan maia pelgjaran atau rumpun mata
pelajaran yang diampunya, atay guru kelas dan gury
bimbingan dan konseling atau konselor, dengan
golongan sekurang-kurangnya IV/b  atau yang
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golonganTV/b; atau

sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya
IV/e, atau yang memenuhi angka kredit kumulgtif

setara dengan golongan IV/c.

AN

c. Guru .. ..
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¢. Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi
Alrademik S-1 atay D-Jv yang tidals sesuaj dengan mata
" pelajaran, rumpun  maig pelajaran, atay  satyan

- pendidikan yang diampunya, lceilcutsertaannya dalam -

rendidikan profesi’ sebagaimang dimaksyd dalam Pasa]

pendidikan vang diampunya;
~d. Guru yang. memenuhj "pcrsyaratan sebagaimana

dimaksud dzlam Pagg] 15 ayat (1) dan ayat (3) pada
satuan pendidikan Yang belum. memenuhi ketentuan
rasio peserta didik terhadap Qury sebagaimana
dimalksud dalam Pasa] 17 tetap menerima, tunjangan

profesi, .
Pasal66

Dalam jangka wakty 5 (lima) tahun sejak berlalkunys -

Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang
belum memenuhj Kualifikasi Akademilk S-1 atau D-1V,
dapat mengikuti  ujj kompetensij untuk memperoleh
Sertifikat Pendidik apabila sudah:

a. mencapai usia 50 '(Iirria puluh) tahun dan mémpuny.iai
pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Gury;
atau

b. mempunyai gclongan 1V/a, atay yang memenuhi angka
xredit kumulatif setarg dengan golongan IV/a,
Pasal 67

Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diber
kesempatan dalam waktd S (lima) tahun untuk
memperoleh Sertifikat Pendidilk. :

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 68 -

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. .

Agar. .,
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan

perigundangan  Peraturan  Pemerintah  ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia,

| Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
ted,
'DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

iundanglkan di Jakarta
ada tanggal 1 Desember 2008

IENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tta.

ANDI MATTALATTA

.MBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 194

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU
UMUM

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa
depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat
dengan bangsa lain di dunia, Kualitas ‘manusia Indonesia tersebut
dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh
pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun. 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan
tenaga profesional. Oleh ikarena itu, gury sebagai pendidilk profesional
mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru
secbagai tenaga = profesional mempunyai visi terwujudnya
penyelenggaraan  pembelajaran = sesuaj dengan prinsip-prinsip
profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga
negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutuy,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
menegaskan bahwa gury wajib  memiliki kualifikasi alcademik,
ompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan
nememihi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan
inggi'tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
ujuan pendidilzan nasional. :

Jntuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru periu
nemiliki icualifikasi akademil, kompctensi', dan sertifikat pendidik
ang sesua! dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan
1enghasilican proses _dafn hasil pendidikan yang bermutu dalam
angka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu
lanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak. ..
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berakhlak mulia, sehat, berilmuy, cakap, kreatif, mandiri, serta mcnjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab,

Dalam melaksanakan tugas lceprfofesionalan, guru harus memperoleh
penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memililj
kesempatan untulk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain
itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memalksimalkan fungsi dan
peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban gury,
pembinaan dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum,
perlindungan profesi, serta periindungan keselamatan dan kesehatan
kerja. '

Strategi’ untuk mewyudkan fungs;, peran, dan kedudukan guru
meliputi: -

1. penvelenggaraan pendidilkan  untuk peningkatan  kualifikas;j
altademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh
scrtifil¢at pendidilk; '

2. pemenuhan hak dan kewajiban gury sebagai tenaga profesional
sesuai dengan prinsip profesionalitas;

<. penyelenggaraan kebijakan strategis  dalam pengangkatan,
penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuaj dengan
kebutuhan, baik dalam Jjumlah, kualifikasi akademik, kompetensi,
maupua  sertifikasi yang dilakukan | Secara  merata, objektif,
transperan, dan akuntabel untulk menjamin keberlangsungan
pendidikan; ' '

4. penyclenggaraan kebijakan strategis dalam ' pembinaan dan
pengembangan profest.'guru untuk meningkatkan profesionalitas
dan pengabdian profesional;

peningkatan -pemberian penghargaen dan jaminan perlindungan
terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional;

it

>. pengakuan yang sama.antara guru yang bertugas pada satuan
pendidikan yang diselenggaralkan oleh masyarakat dengan guru
yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. penguatah Ca
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7. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pcncapaiah anggaran
pendidikan untuk memenuyb;j hak dan kewajiban gury éebagai
pendidik profesional: dan ‘

6. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhj hak dan
kewajiban guru.

Fengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional’ merupakan
bagian dari keseluruhan: Upaya  pembaharuan  dalam  Sistem
Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai
peraturan perundang-urdangan, antara lain, tentang kepegawaian,
ketenagakerjaan, keuangan, dan Pemerintahan Daerah, ,

Sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dapat diperoleh melaluj
pendidikan profesi atau Wi kompetensi. ‘Hal inj dilandasi oleh
pertimbangan bahwa penerolehan kompetensi dapat dilalkiikan melaluj
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman langsung yang diinternalisasi
secara rcﬂektjf.

Untulc melaksanakan armanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia tentang Guru.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

| Culcup jelas.
Pasal %

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah
kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru
dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisj keschatan fisik
dan mental tersebut ticak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas. ' '

Ayét 2) ...
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Ayat (2)
Culcup jelas.

Ayat (3)

. Kompetensi guru bersifat holistilc berart kompetensi yang
terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru.

perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan keranglka’
dasar dan struktur kurikulum pendidikan gury berbasis
kompetens;i.

Ayat (4)

Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atay bentuk lain
'yang sederajat meliputi kemampuan antara lain' mengenal
peserta didik secara rmendalam dan menguasaj profil
perkembangan  fisik dan psikologis  peserta didik,
menyelenggarsican kegiatan yang © memicu
pertumbuhkembangarn peserta didik sebagaj pribadi yang
utuh yang meliputi perancangan kegiatan yang memicu
pertumbuhkembangan peserta didik, implementas; kegiatan
yang memicu pertumbuhkembangan peserta didik, dan
perbaikan secara berkelanjutan. '

Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA,
MA, SMK, MAK, atay bentuk lain yang sederajat, meliputi
kemampuan antare lain pemahaman tentang. peserta didik
secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang
mendidik * yang meliputi kemampuan ‘merancang
pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai
p-oses dan hasil pembelajaran, dan melakukan Perbaikan
secara berkelaniutan.

Ayat (5) .

Culcup jelas.

Ayat (6) . ..
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Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

"Huruf g

- Yang dimaksud dengan Penguasaan mater; pelajaran
secara  luas dan - mendalarn termasulk Penguasaan
kemampuan akademilk lainnya sebagai pen'du_l,cung

Huruf b
Cultup jelas.
Ayat (8)
Huruf a

Bentuk lain pendidikan forma] yang sederajat dengan TK
dan RA antara lain, Pratama Widya Pasraman, dan bentuk
lain yang diselenggarakantoleh agama lainnya,

P{umf b

Bentuk lain pendidilan formal yang sederajat dengan SD
dan MI antara lain, pendidikan diniyah dasar, Ad{
Vidyalaya (A V), dan Culla Sekha.

Hurufc

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SMp
dan MTs antara lain pendidikan diniyah menengah.
pertama, Madyuma Vidyalaya (MV), dan Majjhima Sekha,

Bentuk lain pendidikan forma] yang sederajat dengan
SMA dan MA antara lain pendidikan diniyah menengah
atas, Utama Vidyalaya (UV), dan Maha Sekha,

Hurufd .. .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6 -

Huruf d

TKLB adalah Taman Kanak-kanak Luar biasa, SDLB
acdlalah Sel:olah Dasar Luar Biasa, SMpLB adalah Sekolah
Menengakh Pertama Luar Biasa, dan SMALB adalah
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. '

Ayat (9)

Badan Standar Nasiona] Pendidikan adalah badan yang
bersifat mandiri dan profesiona] yang bertugas membanty
Menteri dalam mengembanglkan, memantauy, dan
mengendaliian Standar Nasiona Pendidikan.

asal 4

Ayat (1)
Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program sertifikasi
guru  untuk guru di bawah binaan departemen yang
menangani urusan pemerintahan dj bidang agama dilakukan
oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri
yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.
Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip
keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi,
bailt yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh
penyelenggara pendidikan atay satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat.
Terakreditasi adalah pengakuan kelayakan akademik dan
manajerial satuan pendidikan dan/atau program studi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

al 5

Ayat (1)

Cukup jelas,
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Ayat (2)

Program pendidikan tenaga kependidikan adalah program
pendidikan  tinggi yang  berfungsi menyelenggarakan
pengadaan guru- univk pendidilan anak usia dini jalur
.formai, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah,
serta mengembangkan ilmu kependidikan, termasuk program
pendidikan pada falkultas tarbiyah dan pada falkultas lain
yang sejenis.

Program pendidikan nonkependidikan adalah program
pendidikan tinggi yang berfungsi untulk menyelenggarakan
program pendidikan dalam bidang ilmu murni, teknologi,
dan/atau seni.

Ayat (3)
Culcup jelas.
Ayat (4)

Hasil belajar mandiri dituangkan dalam format penilaian
portofolio sebagai dasar uji kemampuan dalam menentukan
beban satuan kredit semester yang harus dipenuhi,

Format portofolio sekurang-kurangnya - berisi: identitas
‘pribadi, institusi tempat bekerja, masa kerja, pengalaman,
kinerja, dan lampiran data pendukung.

Ayat’(5)

Pelatihan guri adalah jenis pelatihan keprofesionalan guru.
yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan
kemampuannya sebagai guru sesuai dengan tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

-

Pelatihan . . .



(2)
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C. standar kompetensi Guru mata pelajaran atay
rumpun mata pelajaran pada SMp atau MTs, SMA
etau MA, SMK atau MAK dan pendidilkan forma]
bentuk lain yang sederajat; dan

d. standar kompetensi  Guru ‘pada  satuan
pendidilcan TKLB, SDLB, SMPLB, ‘SMALB dan
pendidikan formal bentulc lain yang sederajat.

Standar kompetensi Gury sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Sertifikasij

Pasal 4

Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program
pendidikan  profesi yang diselenggarakan oleh

- perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan

tenaga kependidikan yang terakreditasi, bajl yang
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat,
dan ditetapkan oleh Pemerintah,

Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang
telah memiliki Kualifikas; Akademik S-1 atay D-IV
sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 5

Kualifilkasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang
merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi
Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada
jenjang, j’e.nis, dan satuan pendidikan atau mata
pelajaran  jyang diampunya sesuai dengan standar
rasional pendidikan. ‘ x

Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh melalui  pendidikan t'ingg.i
program S-1 atau program D-1V pada perguruan tinggi
yang mcenyclenggarakan program pendidikan tenaga
kependidikan dan/atau program pendidikan
nonkependidikan.

(3) Kualifikasi . . |
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Ayat (8)

Pasal 6

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi seseorang yang alkkan menjadi guru, baik yang berlatar
belakang $-1 atau D-Iv kependidikan maupun S-1 atay D-Iv

-nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV atau Akta

Mengajar yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dan yang telah memiliki ijazah program
pascasarjana (52/S3) yang sesuaj dengan bidang studi atay
mata pelajaran, satuan kredit semesternya dapat diakui
sebagai faktor pengurang beban satuan qudit semester dalam-
pendidikan profesi dari beban total satuan kredit semester
pendidikan prof=si yang harus ditempuh.

Bagi guru dalam jabatan, baik yang berlatar belakang S-1
atan D-IV  kependidikan Mmaupun  8-1 atau D-IV
nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-1V, Akta
Mengajar, atau sertifikat keahlian dari lembaga sertifikat
profesi yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dapat diakui sebagai faktor pengurang beban
satuan kredit dalam pendidikan profesi dari beban total
satuan kredit pendidikan profesi yang harus ditempuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.,

Pasal 8-, , .
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Pasal 8

Objelktif merupakan proses Sertifikasi yang tidalg diskriminatif dan
memenuhi Standay Nasiona] Pendidikan.

Transparan merupakan proges sertifikasj Yang memberikan

peluang kepada orangtua, Mmasyarakat, birokrag; atau pihak lajn.
untuk  memperolely altses  informag; tentang ‘Penyelenggaraan

pendidikan profes; dan wji kompeteng; pendidil,

Alcuntabe] merupakan proses sertifilcasj yang
dipcrtanggungjawabké.n kepada orangtua, Masyarakat, ‘birokrasi
atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademilc,

’asal 9
Ayat (1)

Penetapan jumjan beserta didik program pendidikan profes;
setiap tahin bagi guru dj bawah binaan departemen yang
menangani urusan pemerintahan (j bidang agamgq dilalcukan
oleh Menteri dengan memperhatikan Pertimbangan menteri
yang menéangani urusan pemerintahan dj bidang agama

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas,

Ayat (5)

Culup jelas,

Pasal 10 , , .‘
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Pasal 10

Ayat (1)

Sertitikat Pendidik dikeluay]
memiiilzi progr

an oleh perguruan tinggi yang
 terakreditas; cla

am  pengadaan tenaga kependidikan yang
n ditetapkan oleh Pemerintah,

Ayat (2)

Yang dimalcsud dengan “lulus uji kelayalkan” adalah apabijla
Seseorang dinyatakan lulus oleh Suatu tim ahli padg bidang

keahlian tertentu  dalam sebuah penilaian berdasarkan
kriteria yang citetapkan oleh Menteri,

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

dikeluarkan oleh Departemen

Pemegang sertifikat pendidik dala

Studi atau keahlian yang berbeda antarg pPemegang saty
dengan lainnya. "

Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
sal 11

Cukup jelas.

al 12
Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat 2 .
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Penetapan jumlah peserta ujj
prinsip kcseimbangan juml ‘
diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta guru

yang diangkat olel peryelenggara pendidkan atay satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat,

Penetapan peserts yji kompetensi setig
bewah binaan departemen
pemerintahan di- bidang agam
dengan pertimbangan menteri
pemerintahan di bidang ‘agama.

Ayat.(3)

p tahun bagi gury di
yang menangani urysan
a dilakukan oleh Menteri
yang menangani urusan

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Ayat (_5)
Cuxup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
sal 13.
Culeup jelas.
ial 14

Culkup jelas.

al 1g
Ayat (1) . "

Culcap jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
-Huruf a,
Cukup jelas.
Huruf b
- 'Cukup jelas.

Hurufe

Ketua orogram keahlian atau jstilah yang sejenis -

digunakan dalam SMK/MAK,
Huruf d
Culup jelas.
Huruf e
Cuicup jelas.
Huruf [
Cukup jelas.
Huruf g

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberilkan -
kesempatan bagi peserta didik berkelainan untuk belajar
bcrsama-sama'dengan peserta didik normal pada satuan
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan
keagamaan dengan menyediakan - sarana, pendidik
maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum
yang disesvaikan dengan kebutuhannya.

Ayat (4) ...
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

- Cukup jelas.

=N

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah sistem
pPemberian nomor sedemikian rupa kepada Buru yang telah
memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor

menjamin Seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih
dari satuy, '
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasai 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Culeup jelas.
Pasal 19

Tunjangan fungsional diberikar kepada gury yang diangkat oleh
satuan  perndidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan
Pemerintal: Daerah

Sulbsidi tunjangan fungsiona) diberikan kepada guru yang
diangkat cleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidilcan
yang diselenggarakan oleh masyarakat. ‘

asal 20 -

Culcup jelas.

Pasal 21 . . |
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Pasal 21

Culun jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23 |

Cukup jelas.
Pasal 24

Ayat (1)

Dalam menjarain  pendanaan maslahat
menjadi tanggung Jawab penyelenggara

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4

Ketentuan inj dimaksudkan agar guru tidak
masiahat tambahan secara berlebihan

satuan pendidikan.
Ayat (5)

Culeup jelas.
Ayat ("6)l

Cukup jelas.

tambahan  yarig"
pendidikan atay

menerima,

melalui lebih darj satu

Ayat (7) .
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Ayat (7)

Hurif a

| Cukup jelas.
~Huruf b

- Cukup jelas.

Hurufc

Ketua program keahlian atau
digunakan dalam SMK/MAK.

Huruf 4
| Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas,
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf z
Culkup jelas,
Huruf h
Culcup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas. |
Ayat (9)
‘ Cukup jelas.
Ayat (10)

Culaup jelas.

istilah  yang sejenis

Pasal 25 . . .
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Pasal 25

Culkup jelas,
Pasal 26

Huruf a

Yang dimajcsyq dengan “tunjangan pPendidikan”

subsidi biaya yang diberikan
mneningkatican kompetens;i dan/atau k

adalah
kepada Buru  untuk

ualifikasi akademil,
Yang dimaksud den

gan “asurans;i pendidikan” adalah subsidj
biaya yang dib

erikan kepada guru untuic tanibah

diberilcan kepada guru untuk
dan/atau kualifikasi akademik

Huruf b

Untuk menunjuldkan bahwa g
atau  putri kkandung guru,
bersangkutan xncnycrtak%n:,_

corang calon siswa adalah putra
pada saat pendaftaran yYang

8. surat keterangan dari ke

pala sekolah 4dj tempat guru
bekerja;

b. akte kelahiran anak: dan
c. kartu kelual:ga.
tsal 27 |
Cukup jelas.
sal 28
Cukugp jélas.
sal 29

Culup jelas.

Pasal 30 . ..
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Pasal 30
Culcup jelas,

Pasal 31

Cukup jelas.
Pasa]l 32;
prestasi kerja Yang
sangat inenonjol, yang secara nyata diajeyj dalam lingleungan

kerjanya, sehingga Pegawai negeri sipil yang bersanglutan
Secara nyata menjadi teladan bagi pegawaj lainnya.

Pasal 33

Cﬁl{upjelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Culrup jelas.
’asal 36 |

Culkup jelas, .
'asal 37

Cukup jelas.
asal 38

Cukup jelas.
asal 39

Culcup jelas. .

Pasal 40 . o



- Pasal 40 -
Cukup jelas.

FPasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup ielas,

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

'Ci.llcup jelas,

Pasal 46

Cukup jelas,

Pasal 47
Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Culup jelas.

Ayat (3)

Culcup jelas.
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Ayat (4) ...
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Ayat (4)

Pcngembangan dan peninglkatan kompetensi guru dilakukan
dalam berbagaj kegiatan keprofesionalan yang
diselenggaralan antara lain melaly;j Kelompolk Kerja Gury,
Musyawarah Gury Mata Pelajaran, Kelempok Kerja Pengawas
Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Selolah.

Ayat (5)
Culcup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas,
Pasal 49,

Culkup jelas,
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gaji penull” meliputi gaji pokok,
tunjangan yang melekat bada gaji, serta penghasilan lain
berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, mastahat
tambahan dan/atau tunjangan khusus.

Ayat (2)

Culaup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (S)V. C
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Ayét (5)
| Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf b
Culeup Jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas,
Huruf
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimalksud dengan “tugas tambahan”, ‘misalnya

meniadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya
ilmiah remaja, dan guru piket,

Ayat (2)

Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban lcerja
guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.

Beban kerja gurd untuk melaksanakan pembelajaren paling
sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap mulka dan paling
banyak 40 (ermpat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu tersebut merupakan bagian jam Ierja dari jam kerja
sebagas pegawail vang secara keseluruhan paling sedikit 37,5
(tiga puluh tujuh-koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu,

Guru ... .



(7)
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d.
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memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang
teloh diberi satu nomor registrasi Guru oleh
Departemen;

menienuhi beban kerja sebagai Guru;

mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta
satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang
diampunya;

berusia paling tinggi 60 (enam puluh} tahun;
meclaksanal:an kewajiban sebagai Guru; dan

tidak terikat sebagai tenaga’ tetap pada instansi
selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Guru  yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf ¢ atau ayat (6)
kecuali huruf ¢ dapat diberi maslahat tambahan
apabila:

a.

diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan
pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja kepala satuan pendidikan;

diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala
satuan pendidikan dengan ‘beban kerja sesuai
dengan beban kerja wakil kepala satuan
pendidikan;

diveri tugas tambahan sebagai ketua program
keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja
sesuai dengan beban kerja ketua program
keahlian satuan pendidikan; -

bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan
dengan beban lerja sesuai dengan beban, kerja
pengawas satuan pendidikan; .

dibéri  tugas  tambahan  sebagai kepala
perpustakaan satuan pendidikan dengan beban
kerja sesuai dengan beban kerja kepala
perpustakaan satuan pendidikan;

diberi  tugas  tambahan  sebagai kepala
laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan
pentidikan dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau
unit produksi satuan pendidikan;

g. bertugas ...’
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Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “meng_ampu layanan bimbingan dan
konseling” adalah pemberign perhatian, pengarahan,
pPengendalian, dan bPengawasan kepada sekurang-kurang.nya
150 (seratus lima puluh)  peserts didii, yang da_ipat
- dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal
di kelas dan \ayanan perseorangan atay kelompolk bagi yang
dianggap periu dan yang memerlulkan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

© Ayat (8)

Culkup jelas.

Ayat (9)

Pasal 55

Cullrup jelas.

Ayat (1)

-Yang dimaksud aengan "keadaan darurat” adalah situasi luar
biasa yang terjadi di Daerah Khusus yang disebabkan oleh
bencana alam, bencang sosial, atay situasi lain yang
mengalicibatican kelangkaan guru sehingga proses
pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuaj
Standar Nasional Pendidikan,

Ayat (2)

Cukur jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . .,



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Culwup jelas,

Pasal 56
Culcup jelas.

Pasal 57

Cilkup Jjelas.

Pasal o8

Culcup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Culcup jelas.

Pasal 61
Culcupjclas.
Pasal 62
Cukup jelas.

’asal 63

Cukup jelas. -

’asal 64
Cuxtup jelas.
‘asal 65

Culeup jelas.
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Pasal 66 . . .
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Pasal 66
Culcup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas,
Pasg] 68

Cukup jelas,
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